
BUPATI TANAH DATAR 
PROVINSI SUMATERA BARAT 

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR 
NOMOR 20 TAHUN 2015 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TANAH DATAR 
NOMOR 45 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TANAH DATAR, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Bagian IV angka 11 Lampiran 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 
2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2015, menegaskan Program Kegiatan yang dibiayai 
dari DBH-CHT, DBH-DR, DAK, Dana BOS, Dana 
Otonomi Khusus, Dana Infrastruktur untuk Provinsi 
Papua dan Papua Barat, Dana Insentif Daerah, Dana 
Darurat, dan dana transfer lainnya yang sudah jelas 
peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam 
keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang 
belum cukup tersedia dan/ atau belum dianggarkan 
dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului 
penetapan peraturan daerah tentang Perubahan 
APBD dengan cara Menetapkan peraturan kepala 
daerah tentang perubahan penjabaran APBD dan 
memberitahukan kepada Pimpinan DPRD; 

b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan 
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
92/ PMK.07/ 2015 tentang Pelaksanaan Dana Alokasi 
Khusus Tambahan Pada Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, menegaskan 
kegiatan yang didanai dari DAK Tambahan dapat 
dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan 
Daerah mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 

c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan anggaran pada 
SKPD agar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
serta tercapainya kinerja SKPD perlu dilakukan 
pergeseran dalam rincian dan antar rincian objek 
belanja dalam objek belanja berkenaan, dan 
pergeseran dalam rincian dan antar objek belanja 
dalam jenis belanja berkenaan; 

d. bahwa 



d. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud 
huruf b dan c perlu ditetapkan dengan Peraturan 
Bupati. 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 
Nomor 25); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4741); 

9. Peraturan 
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9. Peraturan Pemerintah Nornor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5165); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tetang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 
Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber 
Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5694); 

12. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang 
Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara 
Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 56); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 
2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana 
Alokasi Khusus Di Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi 
Khusus Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 594); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 
2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 680); 

16.Peraturan 



16. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis 
Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan 
Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 469); 

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
92/ PMK.07/2015 tentang Pelaksanaan Dana Alokasi 
Khusus Tambahan Pada Anggaran Pendapatan Dan 
Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 673); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri E) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2015 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 
2015 Nomor 3); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 
Tahun 2010 tentang Perencanaan Pembangunan 
Partisipatif (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah 
Datar Tahun 2010 Nomor 3 Seri E); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 
Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 
Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah 
Datar Tahun 2014 Nomor 3 Seri A). 

21. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 45 Tahun 2014 
tentang Penj abaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah 
Kabupaten Tanah Datar Tahun 2014 Nomor 7 Seri 
A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Bupati Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Datar 
Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2015 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 
2015 Nomor 8); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA 
ATAS PERATURAN BUPATI TANAH DATAR NOMOR 45 
TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2015. 

Pasal I 
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Pasal I 

Ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2014 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2015 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2014 Nomor 7 Seri A), 
sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 8 Tahun 
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 45 
Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 
Nomor 7 Seri A) diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 1, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 terdiri 
atas : 

1. Pendapatan 

a. Semula 

b. Bertambah 

Jumlah Pendapatan 

Rp.1.080.891.566.772,00 
Rp. 29.335.990.000,00 

Rp.1.110.227.556.772,00 

2. Belanja 

Belanja Tidak Langsung 

a. Semula Rp. 818.877.794.999,02 

b. Bertambah Rp. 9.115.690.000,00 
Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 827.993.484.999,00 

Belanja Langsung 
a. Semula Rp. 343.137.169.324,00 

b. Bertambah Rp. 20.220.300.000,00 

Jumlah Belanja Langsung Rp. 363.357.469.324,00 

3. Pembiayaan 

a. Penerimaan 

1. Semula Rp. 81.123.397.551,02 
2. Bertambah Rp. 0,00 

Jumlah Penerimaan Rp. 81.123.397.551,02 

b. Pengeluaran 

1. Semula Rp. 0,00 
2. Bertambah Rp. 0,00 

Jumlah Pengeluaran Rp. 0,00 

Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 0,00 

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun Rp. 0,00 
berkenaan 

2. Ketentuan 
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2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 2 

Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. 

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 3 
Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
dirinci lebih lanjut dalam Lampiran Ia dan II Peraturan Bupati ini. 

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 5 
Pelaksanaan Perubahan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam 
peraturan bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen 
pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah 
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Tanah Datar. 

Ditetapkan di Batusangkar 
pada tanggal 1 Juni 2015 

BUPATI TANAH DATAR 

Ttd 

M. SHADIQ PASADIGOE 
Diundangkan di Batusangkar 
Pada tanggal 1 Juni 2015 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TANAH DATAR 

ttd 

HARDIMAN 

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2015 NOMOR 20 

suai dengan aslinya 
Hukum dan HAM 
Tanah Datar 
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